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PRESIPEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG
DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa peni'xagléhtan gas rumah kaca yang berlebihan telah
menimbulkan teqadmya perubahan iklim global yang dapat
murmmnkm lmlum Lughuegen ludup dau usiugihan
berbagai keh1dupan,

b. bahwa posisi ge;ogr:aﬁs Indonesia yang merupakan negara
kcpulauan‘é.mg&t toutan lohudap porubaliau iklin schingga
perlu dlkendahkan dengan prinsip semna bertanggung jawab
sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan tek:nolog:
vang dimiliki’ negam ‘masing-tasing,

¢. bahwa untuk memngkaﬂcan koordinasi  pelaksanaan
pengundahan pcrubahan iklim dan untuk memperkuat posisi
Indonesia d1 forurn internasional dalam pengendalian
perubahan ﬂchm dipandang perlu membentmk Dewan
Nasicnal Perubahan Iklm'n,

d. baliwa hcrdasarkan pertdmbangan sebagalmana dlmaksud
dalam huruf 2 huraf b, dan huref ¢ perlu menetapkan

Peraturan Presmen tentang Dewan Nasmnal Perubahan’
klim,

. Pasal 4 ayst (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Infonesia Tahun 194'1-5;

2. Undang- ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- .

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelsahan
United Nations Framework Convention on Chimate Change
(Konvensi Keranglu Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Pem’bahan Iklim (Lembatan Negara Republik
Indcncsm Tahun 1994 Nomeor 42, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

\../ 3. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan "Hidup (T .embaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun - 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesm Nonmr 3699);

4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2004 tenteng Pengesahan
Kyoto Protocol to The United Nations  Framework
Convention On C!zmate Change (Protokol Kyoto atas
Konvensi Kemngka Kerja  Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Perubahan Iklun) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lcrnbaran
Negara Repubhk Indones:a Nomor 4403); .

5. Unda.ng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pcmbaugunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

[P SN

MEMUT[{‘#_I_”QAN
Menetapkan : PERATURAN  PRESIDEN TENTANG DEWAN
NASIONAL PERUBAHAN IKLIM,
Fii‘if'il'l

1. Perubahan ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Perubahan Ikliry adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim
dan/atau keragaman 1k11m dari satu kurun waktu ke kurun
waktu yang Iam sebagal akibat dari aktivitas manusia,

2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah svaty proses untuk
memperkuat “dainy membanglm sirategi antisipasi dampak
perubahar - 1khm serta melaksanakannya sehingga mampu

U ‘ , ' mengurangl dampak negatif dan mengambil manfaat
positifhya.

3. Mitigasi Pcrubahan Ikhm adalah usaha pengcndahan untuk

4, Alh Tclcnologl adalah upaya unfuk mentrangfer Teknologi
Ramah ngkungan guna mendukung upaya mitigasi serta

5. Pendanaan adalah upaya untuk menggah sumber-sumber
pemb:ayaan u.1tuk keglatan adaptasi dan mitigasi, baik vang
beinsal dan luar negen maupun dari dalam negeri.

6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat

pengurangar cJ:msl karbon dari kegiatan mitigasi perubahan
iklim,

PR E

Pasal 2
VUntuk mengkoordmas&an pelaksanaan pcngendahan perubahkan
illim dan untuk mempcrkuat posisi Indonesia di forum

internasional dalam pengendahan perubahan iklim  dibentuk
DEWAN NASIONAL PER.UBAHAN IKLIM.

. ----'; - “ I ' Pasal 3 aua
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana

DR Tt e e

dimaksud dalam Pas bertugas untuk :

Jiss———y 2 v

a. merumuskan kebuakan nasional, strategi, program dan
kegiatan pengendahan perubahan iklim;

b. mengkoordmamkan kegiaten dalam pelaksanaan tugas
pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan
adaptasi, Hnﬁg;l, ahh teknologi dan pendanaan;

c. merumuskan kebgakan pengaturan mekamsme dan tata cara
perdag&ngan karbon

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi
kebij akan tenta.ng pengendahan perubahan iklim;

e memperkuaf_' Pfos:m Indonesia untuk mendorong negara-

negara maju untuk lebih bertanggung ‘jawab  dalam
pengendalian pe.mbahan iklim.

ot a ke
P S R

"Pas:ilﬂi
. Snstnan l-:eanggotaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN
IKLIM terditi dari:

a. Ketua ;.-.,, Prcs1den Republik Indonesia
b. Wakil Ketua - 1, Menteri Koordinator Bidang .
o Kesejahteraan Rakyat
) 2 Menteri Koordinator Bidang
““““““ i! Perckonomian
c. Ketua Hanan/ Ir. Rachmat Witoelar
Anggota "~ T
d. Anggota : 1_. Menteri Sekretaris Negara

- "2, Sekretaris Kabinet

3, Menteri ...
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FRESIDEN
REPLBLIK [INDONESIA

*-Menteri Negara Lingkungan Hidup
Menteri Kevangan

':Memeri Dalam Negeri

Mente.rl Luar Negeri

" "Menteri Energi dan Sumber Daya

: 'Mmeral ,

\_, _ _ . - 8, :Menten Kehutanan .

9 _""Menten Pertanian

ﬂmm FEE

. 10, Menteri Perindustrian
11‘ "Menteri Pekerjaan Umum
df? T:lt”::"ﬁenten Negara Perencanaan
g ﬂ?lf-’r’lfllbungunan Nasional /
" “Kepala BAPPENAS
- 13.,;'Menten Kelautan dan Perikanan
147 Mlenterd Perdagangan
, 15 '.Mcnte'ri Negara Riset dan Teknologi
L : o 16 Menteri Perhubuugan
" -17. Menteri Keschatari |
18 %Kepala Badan Meteorologi dan .

Ff—n&l-"

‘Geofisika

Pasal 5

(1) Dalam melaksana!can_ tugasnya, DEWAN NASIONAL
PERUBAHAN TXLTM dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Ketja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri
dari ; R

Kelompok Kelja Adaptas:t,

. Kelompok Kez;]a Mmgasz,

Kelompok Ketja Ahh Teknblo 2i;

Kelompok KegaﬂPgndanaan;

S

poo o o

e. Kelompok ...

N Ll e
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PRESIDEN
REPUBIK !NDONESIA

e. I{elbmpuk Kcl1ja Pc'a'é.t Kyoto 2012;
f. Kelompok Kema Kehutanan dan Alih Guna Lahan,

(3) Dalam hal d1pandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk
Kelompok Kerj gﬂge}glr‘x!{glompok Kerja sebagaimana dimaksud
e ayat 2. AR

Q : Pasalﬁﬁ

(1} Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana d1maksud dalam

Pasal 5 dlwalgyﬂgqg‘ g:_r_;sut instansi Pemerintah terkait dan para
pakar. : ' ‘

(2) Susunan keanggetaan, tata kerja, pengangkatan dan
pemberhentian Ang_gqta Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud padﬁ“'a?féi"('i)"d‘ifetapkan oleh Ketua Harian.

JRUNIR RPN

Pﬁsa’l?

(1) Untuk menduklmg ‘kelancaran pelaksanaan tugas DEWAN

NASIONAL " PERUBAMAN IKLIM dibentuk Sekretaciat
DEWAN NASIOI&AL PERUBAHAN IKLIM yang dipimpin
oleh Kepala Sek:cetanat

(2) Kepala Sekretatiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1‘)
diangkat dan ibcrﬂéntlkan oleh Ketua Harjan.

(3) Sekretariat sebaga:tma.na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mempunyai tuggﬁ__;r}?].:nbenkan dukungan administrasi kepada
DEWAN NAS'IO’ﬁKi'TP'ERUBAHAN IKLIM. |

(4} Susunan orgamsas1 dan tata kerja Sekretariat DEWAN

NASIONAL PERUBAHAN IKIL.IM dltetapkan oleh Ketua
Harjan. '

Pasal § ...

e L Ak
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Pasal §
(1) Pegawai di lngkungan Sckretariat DEWAN NASIONAL

PERUBAHAN TKLIV gapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil

dan bukan Pegawai Negeri Sipil,
(2) Pembinaan karier Degawai Negeri Sipil di lingkungan
U Sekretariat DEWA_E_ NASIONAL PERUBAHAN IKLIM
sebagaimana dJmakSud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi
induknya sesuai den,,an ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ve ted e Fee ‘

PasalQ
(1) DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM mengadakan |
rapat koordinasi : becara. betkala sekuran g-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tlga) "bulan ateu sewaktu-wakty sesuai dengan |
kebutuhan, T

g ] 5, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN
IKLIM dapat mcngkutsatakan Menteri dan/atau pejabat atan
pihak lain yang dmpandang perlu dalam rapat koordinasi yang
dlselenggaraka'.ﬁ DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM,

(3) Ketentuan lebxh lanjut mengenai  tata  kerja DEWAN
NASIONAL PERUBAHAN IKLIM diatur oleh Ketua Harian.

'i’—;;.al 1'9
Segala biaya yang deerlukan dalam pelaksanaan tugas DEWAN
NASIONAL PERUBAI-IAN IKLIM dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Negara Cq. Anggaran Kementerian
Negara ngkungan H1dup

Pasal 11 ..,
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Pasal 11

Peraturan Presiden ini mufaj berlaku pada tanggal ditetapkan,

SThatee

" “ZDitetapkan di Jakarts
" pada tenggal 4 Juli 2008

et

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
e td.
" DR.H. SUSILQO BAMBANG YUDHOYONO




